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LANDASAN TEORI

2.1. Otonomi Daerah

Proses peralihan dari system dekonsentrasi ke system desentralisasi
disebut pemerintah daerah dengan otonom. Otonom adalah penyerahan urusan
pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka
sitem Dbirokrasi pemerintahan. Dan otonomi ialah hak untuk mengatur dan
mengurus rumah tangga daerahnya (C.S.T Kansil, dan Christine S.T. Kansil, 2004
:25) Tujuan otonomi adalah mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan
kepada masyarakat dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penyelanggaraan
tugas ini antara lain menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang,
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah,
dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian
otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Suparmoko (2002:61), otonomi daerah adalah kewenangan
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dan menurut Andi
Malarangeng yang dikutip oleh Haw Widjaja (2002: 117), otonomi daerah jangan

membebani masyarakat, tetapi bagaimana memberikan kesejahteraan kepada
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masyarakat. Bila dampaknya justru mengakibatkan biaya ekonominya tinggi yang
membebani masyarakat, hal itu bertentangan dengan semangat otonomi daerah.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan
bahwa otonomi daerah adalah suatu hak serta wewenang yang diberikan
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan urusan rumah
tangga daerahnya sendiri serta pengawasan dari pusat. Dalam hal ini keberhasilan
otonomi daerah sangat tergantung pada masyarakat, pmerintahan daerah, yaitu
DPRD, dan kepala daerah, untuk bekerja, terampil, disiplin dan berperilaku sesuai
nilai, moral, serta ketentuan yang berlaku didalam pelaksanaannya
(implementasinya).

Otonomi daerah sangat diharapkan dapat memacu pemerataan
pembangunan yang hasilnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
dengan sala satu aspek penting otonomi daerah yaitu pemberdayaan masyarakat
agar dapat berpatisipasi dalam proses perencanaa, pelaksanaan, dan pengawasan

serta memberikan pelayanan publik yang transparan dan baik.

2.2. Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintah
Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan


http://pemerintah.net/download-uu-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintah-daerah/
http://pemerintah.net/download-uu-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintah-daerah/
http://pemerintah.net/pemerintah-daerah/
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prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang
menjadi kewenangan daerah otonom. Tugas pemerintah daerah/ kepala daerah
yang telah terdapat dalam Undang-Undang Pasal 65 Tahun 2015 yang
menjelaskan sebagai berikut:

a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan
daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.

b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

c. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD (Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan rancangan perda tentang
RPJMD (Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah) kepada DPRD
untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD
(Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

d. menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APD, rancangan
perda tentang perubahan APBD, rancangan perda tentang laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas
bersama.

e. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, serta dapat menunjuk
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip NKRI
sebagaimana dimaksudkan dalam UUD Negara RI tahun 1945.

Peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan
desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di
daerah otonom yaitu untuk melakukan:

a. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah
kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

b. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada
instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan

c. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah
kepada daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota
atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk

melaksanakan tugas tertentu.

2.3. Dampak Ekonomi
Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indoensia merupakan pengaruh

kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Ekonomi berasal
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dari bahasa Yunani: oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga (house-hold),
sedangkan nomos berarti aturan, kaidah atau pengelolaan. Dengan demikian
secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari
bagaimana tiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang
mereka miliki untuk memenuhi kebutuhan mereka. (Deliarnov. 2010:2)

Ekonomi adalah pendapatan yang dapat berbentuk pendapatan nominal
dan pendapatan riil. Pendapatan nominal adalah pendapatan seseorang yang
diukur dalam jumlah satuan uang yang diperoleh, sedangkan pendapatan riil
adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah barang dan jasa pemenuh
kebutuhan yang dapat dibeli, dengan membelanjakan pendapatan nominalnya
(uangnya). Apabila pendapatan nominal seseorang meningkat, sementara harga-
harga barang atau jasa tetap (tidak naik), maka orang tersebut akan lebih mampu
membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya yang berarti tingkat
kesejahteraannya meningkat pula. (Erifin Sitio Halomoan Tmba 2001: 20).

IImu ekonomi ialah salah satu cabang ilmu sosial yang khusus
mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya
memenuhi kebutuhan yang relative tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan
yang terbatas adanya.( Deliarnov 2010:3) Dan pembangunan ekonomi yang
berlangsung akan memberikan dampak.

a. Ekonomi Kretif

Menurut kelompok kerja Desain Power Kementrian Perdagangan R,

dalam pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia (2010-2014 :2009:4) ekonomi

kreatif merupakan era ekonomi baru yang mengutamakan informasi dan
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kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan (stock of knowledge) dari
sumber daya manusia sebagai factor produksi utama dalam kegiatan ekonomi.

Ekonomi kreatif adalah kegiatan ekonomi yang mengutamakan pada
kreativitas berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang
memiliki nilai dan bersifat komersial. (UNCTAD dalam Econoy Report, 2008:3).
Menurut UNCTAD dan UNDP dalam Summary Creative Economics Report,
2008:11-12 dan Creative Economy Report, 2008:4) secara potensial ekonomi
kreatif berperan dalam menggerakan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh
hal-hal sebagai berikut:

a. Ekonomi kreatif dapat mendorong penciptaan pendapatan, penciptaan
lapangan kerja dan penerimaan ekspor, selain itu ekonomi kreatif juga
dapat mempromosikan aspek-aspek sosial, ragam budaya, dan
pengembangan sumber daya manusia.

b. Ekonomi kreatif memupuk ekonomi, budaya, dan aspek-aspek yang saling
berhubungan dengan teknologi, kekayaan intelektual, dan tujuan-tujuan
wisata.

c. Merupakan seperangkat ilmu pengetahuan yang berbasis, aktivitas
ekonomi dengan suatu dimensi perkembangan dan keterkaitan antara
tingkat makro dan mikro untuk ekonomi secara keseluruhan.

d. Ini adalah salah satu pilihan pengembangan layak untuk mengunggah
inovasi  yang multidisiplin, respon  kebijakan, dan tindakan
antarkementrian.

e. Di dalam jantung ekonomi kreatif terdapat industry-industri kreatif.
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Modal utama ekonomi kreatif meliputi:
i.  Modal insani (human capital)
ii.  Modal budaya (cultural capital)
iii.  Modal kelembagaan dan structural (institusional and structural capital)
iv.  Modal sosial (sosial capital)

Beberapa komponen inti dan pendukung ekonomi kreatif:

a. Kelompok kreatif: perusahaan, kelompok, dan individu yang secara
langsung maupun tidak langsung menghasilkan produk kultural.

b. Tenaga kerja kreatif: pemikiran pelaksanaan yang dilatih secara khusus
dalam keterampilan budaya dan artistic, yang mendorong
kepemimpinan industry yang tidak hanya terbatas pada budaya dan
seni

c. Komunitas kreatif: kosentrasi area geografis dari pekerjaan kreatif,
bisnis kreatif, dan organisasi budaya.

Tugas masing-masing pemegang kepentingan ekonomi kreatif( Suryana
2013:85), sebagai berikut:
a. Pemerintah
Dalam ekonomi kreatif pemerintah berkepentingan untuk
mengarahkan perusahaan agar mengutamakan kesejahteraan bersama,
bukan system kapitalis yang individualis, selain itu memaluli ekonomi
kreatif, pemerintah juga berkepentingan untuk memberdayakan

masyarakat agar semakin kreatif dan produktif, serta melestarikan warisan
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budaya dan lingkungan. Sebagai pemegang kepentingan pemerintah
berfungsi melakukan regulasi, layanan, dan koordinasi.
. Perusahaan

Dalam ekonomi kreatif perusahaan berkepentingan untuk
berkelanjutan berinvestasi agar menghasilkan laba dan msyarakat sebagai
mangsa pasar. Perusahan-perusahaan harus bermitra dengan masyarakat
untuk melakukan tolak ukur dengan kemitraaan harus menghasilkan
konsep adaptasi dan pengembangan-perbandingan bagi masyarakat baik
dalam cara berusaha maupun berproduksi.
. Masyarakat

Masyarakat berkepentingan untuk berpatisipasi, pemberdayaan,
dan kepemilikan usaha. Partisipasi masyarakat dalam industri kreatif
sangat penting. Masyarakat harus bisa bermitra, mengadaptasi,
mengembangkan usahanya sendiri, dengan cara merubah pola pikir
mereka, bahwa apa yang dilakukan harus ada nilai tambah yang
berkualitas perusahan besar harus menjadi mitra usaha, dan tidak
menjadikan perusahaan kecil dan masyarakat ketergantungan, baik
terhadap akses modal, teknologi, desain produk, maupun pemasaran hasil
produk, yang akibatnya dapat mematikan kreativitas masyarakat.

Berikut adalah produk-produk hasil industry jasa yang disajikan

secara kreatif (Suryana, 2013:6)
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a. Jasa pariwisata: perjalanan wisata, pemandu wisata, wisata alam,
wisata hiburan, wisata pertunjukan, wisata belanja, wisata olahraga,
wisata permainan, dan wisata heritage.

b. Jasa multifinance: leasing, asuransi, kartu kredit, ATM, SMS-Banking,
dan system pembayaran online.

c. Jasa transportasi: angkutan, transportasi wisata, paket atau ekspedisi,
perjalanan darat, laut dan penerbangan.

d. Jasa komunikasi dan telekomunikasi: kartu simpati, AS, serta kartu pra
dan pascabayar lainnya.

e. Jasa pendidikan dan pelatihan: pelatihan vokasional, kursus-kursus,
dan pendidikan lainnya. Selain itu, banyak hasil-hasil riset yang sudah
dipatenkan dan dilindungi hak ciptanya.

f. Jasa-jasa lainnya: jasa konsultasi, advokasi, pengobatan, jasa riset dan
survey serta jasa periklanan.

Menurut defenisi diatas ekonomi merupakan usaha yang dilakukan
oleh masyrakat untuk memenuhi kebutuhan dengan kegiatan berdagan,
memproduksi barang dan jasa. Maka dengan demikian dengan adanya
kegiatan pacu jalur ini akan memberikan dampak ekonomi bagi
masyarakat.

Adapun dampak ekonomi dari kegiatan pariwisata menurut Gamal

Suswantoro 2004 sebagai berikut:
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a. Meningkatnya Kesempatan Kerja
Peningkatan pembangunan pariwisata dapat membuka lapang
pekerjaan baik secara langsung dan tidak langsung, baik pada waktu
sebelum dan sesudah berlangsungnya Kkegiatan kepariwisataan
tersebut. Secara langsung pada penginapan, taman rekreasi, dan
hiburan, cibderamata. Dan secara tidak langsung pada usaha taxi,
pusat perbelanjaan, industry kecil catering, pengelolaan makanan,
pertanian, peternakan, perkebunan dan jasa-jasa lainnya.
b. Meningkatnya Pendapatan Rakyat
Belanja wisatawan di daerah tujuan wisata akan meningkatkan
pendapatan dan pemerataan pada masyarakatrakyat setempat, baik
secara langsung maupun tidak langsung melalui dampak berganda
(multifier effect).
c. Meningkatnya Pembangunan
Pembangunan pariwisata cenderung untuk tidak hanya terpusat
saja di kota, melainkan kedaerah pedalaman dan bebas dari kebisingan
kota, dengan demikian sector pariwisata amat berperan dalam

menunjang pembangunan daerah.

2.4. Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah
Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang

terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
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Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam

mendanai

kewenangan, juga bertujuan mengurangi ketimpangan sumber

pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi

kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah (Rahardjo Adisasmita,

2011:4).

Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan daerah, sumber-sumber penerimaan terdiri atas:

i.  Pendapatan Asli Daerah

a.

b.

d.

Hasil pajak daerah

Hasil retribusi daerah

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
lainnya yang dipisahkan

Lain-lain PAD yang sah

ii.  Dana Perimbangan

a.

Bagian daerah yang penerimaan pajak penghasilan perseorangan, pajak
bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
(BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya alam (SDA).

Dana Alokasi Umum (DAU), terdiri dari dana alokasi umum untuk
daerah provinsi dan dana alokasi umum untuk daerah kabupaten.

Dana Alokasi Khusus (DAK), dari pendapatan dan belanja Negara
kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tertetu dengan tujuan untuk mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai

dengan prioritas nasional.
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iii.  Pinjaman Daerah, untuk melakukan pinjaman luar negeri atau dalam
negeri perluh persetujuan pemerintah pusat untuk membiayai sebagian
anggarannya.

iv.  Lain-lain Penerimaan yang Sah, dengan berlakunya UU otonomi daerah,
maka pada dasarnya pola pembiayaan pembangunan di daerah terbagi
dalam 3 skema yaitu: Pola pembiayaan desentralisasi, pola pembiayaan

dekonsentrasi dan pola pembiayaan tugas pembantuan.

2.5. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah disingkat PAD merupakan pendapatan yang
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. (Nurlan Darise: 2007). Pendapatan Asli Daerah
adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan
kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah
sebagai mewujudkan asas desentralisai.(UU No0.33 Tahun 2004).

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah
yang berasal dari daerah itu sendiri yang harus ditingkatkan seoptimal mungkin
dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian local, meskipun sebagian
terbesar daerah otonom, kemampuan Pendapatan Asli Daerahnya kecil, sehingga
masih diperlukan bantuan dari pemerintah pusat. Untuk itu kebijakan keuangan
daerah diarahkan agar sesuai dan sistematis untuk mendapatkan sumber-sumber

pendapatan daerah bagi pembiayaan pembangunan melalui intensifikasi dan
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ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Kebijakan ini juga terarah
pada penerapan prinsip-prinsip, norma, asas dan standar akuntansi dalam
penyusunan APBD agar mampu menjadi dasar kegiatan pengelolaan,
pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan daerah (Rahardjo
Adisasmita, 2011:2).

Tujuan keuangan daerah adalah:

a. Menjamin tersedianya keuangan daerah guna pembiayaan pembangunan
daerah.

b. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip,
norma, dan standar akuntansi.

c. Menigkatkan PAD secara kreatif melalui penggalian potensi, intensifikasi
dan ekstensifikasi.

Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab disertai dengan
kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri
memerlukan dukungan tersedianya pendapatan daerah yang memadai. Otonomi
daerah juga mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaan daerah yang
berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman daerah dan

sumber-sumber penerimaan lainnya.

2.6. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan daerah perluh
ditingkatkan agar dapat menanggung sebagai beban belanja yang diperlukan

untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap
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tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggung jawab dapat dilaksanakan.
Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang No 33 tahun 2004,
sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:
a. Pajak daerah
Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang
ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan
hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah
daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas
jasanya tidak langsung sedang pelaksanaanya bisa dapak dipaksakan.
Jenis-jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
i.  Pajak Hotel, dengan tariff maksimum 10%
ii.  Pajak Restoran, dengan tariff Maksimum 10%
iii.  Pajak Parkir, dengan tariff maksimum 20%
b. Retribusi daerah
Yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah
sebagai pambayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena
memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah
bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksananya
bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi
persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternative untuk mau
tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak

menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya
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yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan
anggota masyarakat.
Retribusi dibagi menjadi tiga golongan:
i.  Retribusi jasa umum
ii.  Retribusi jasa usaha
iii.  Retribusi perijinan tertentu
c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang
dipisahkan
Sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat
perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah
pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum,
dan memperkembangkan perekonomian daerah.
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak
daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas, lain lain usaha daerah yang
sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk
melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan
tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau menetapkan suatu

kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

2.7. Kebudayaan
Kata "kebudayaan berasal dari (bahasa Sanskerta) yaitu "buddayah” yang
merupakan bentuk jamak dari kata "budhi" yang berarti budi atau akal.

Kebudayaan diartikan sebagai "hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal".
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Pengertian Kebudayaan secara umum adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup
pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat dan setiap kecakapan, dan
kebiasaan.

Sedangkan kebudayaan menueurt (Elly M. Setiadi 2007:28) adalah
keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil yang harus didapatkannya dengan
belajar dan semua itu tersusun dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Selo Soemardjan dan Soelaeman Soenardi, pada bukunya
Setangkai Bunga Sosiologi (Jakarta :Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia, 1964:113), merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil
karya, cipta, dan rasa masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan
kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (material culture) yang
diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta
hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat. (Elly M. Setiadi 2007:28)

Bronislaw Malinowski menyatakan bahwa ada empat unsur pokok
kebudayaan yang meliputi sebagai berikut.

a. Sistem norma-norma yang memungkinkan kerja sama antar anggota
masyarakat agar menyesuaikan dengan alam sekelilingnya.

b. Organisasi ekonomi.

c. Alat dan lembaga atau petugas untuk pendidikan (keluarga adalah lembaga
pendidikan utama).

d. Organisasi kekuatan (politik).
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Sedangkan menurut Koentjaraningrat, wujud kebudayaan dibagi menjadi

nilai budaya, sistem budaya, sistem sosial, dan kebudayaan fisik.

a.

Nilai-nilai Budaya, merujuk kepada penyebutan unsur-unsur kebudayaan
yang merupakan pusat dari semua unsur yang lain. Nilai-nilai kebudayaan
yaitu gagasan-gagasan yang telah dipelajari oleh warga sejak usia dini,
sehingga sukar diubah. Gagasan inilah yang kemudian menghasilkan
berbagai benda yang diciptakan oleh manusia berdasarkan nilai-nilai,
pikiran, dan tingkahlakunya.

Sistem Budaya, kebudayaan bersifat abstrak sehingga hanya dapat
diketahui dan dipahami. kebudayaan dalam wujud ini juga berpola dan
berdasarkan sistem-sistem tertentu.

Sistem Sosial, merupakan pola-pola tingkah laku manusia yang
menggambarkan wujud tingkah laku manusia yang dilakukan berdasarkan
sistem. Kebudayaan dalam wujud ini bersifat konkret sehingga dapat
diabadikan.

Kebudayaan Fisik, merupakan wujud terbesar dan juga bersifat konkret.
Misalnya bangunan megah seperti candi Borobudur, benda-benda bergerak

seperti kapal tangki, komputer, piring, gelas, kancing baju, dan lain-lain.

2.8. Pariwisata dan Kepariwisataan

Pariwisata

Pariwisata adalah sarana dan layanan yang disediakan oleh masyarakat,

pengusaha, maupun pemerintah dalam kegiatan perjalanan sementara yang
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dilakukan oleh manusia kesuatu tempat dengan tujuan menikmati keindahan dan
rekreasi.

Adapun beberapa komponen pokok yang secara umum digunakan dalam
memberikan batasan mengenai pariwisata, sebagai berikut:

a. Traveler, yaitu orang yang melakukan perjalanan antar dua atau lebih
lokalitas.

b. Visitor, yaitu orang yang melakukan perjalanan ke daerah yang bukan
merupakn tempat tinggalnya kurang dari setahun dan tujuan perjalanannya
bukanlah untuk terlihat dalam kegiatan untuk mencari nafkah, pendapatan,
atau penghidupan di tempat tujuan.

c. Tourist, yaitu dari visitor yang menghabiskan waktu paling tidak satu
dalam 24 jam di daerah yang dikunjungi.

Kesimpulan dari komponen pariwisata didalamnya antara lain: traveler,
visitor dan tourist, masing-masing komponen mempunyai hugungan yang erat
satu sama lain.

Potensi wisata adalah berbagai sumber daya yang terdapat disebuah daerah
tertentu yang bias dikembangkan menjadi atraksi wisata. Dengan kata lain potensi
wisata adalah berbagai sumber daya yang dimiliki oleh suatu tempat dan dapat
dikembangkan menjadi atraksi wisata (Wiyono: 2006).

ii.  Kepariwisataan
Kepariwisataan menurut Undnag-Undang No. 10 Tahun 2009 Bab 1 Pasal

1 ayat 3 adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas
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serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan
pemerintah daerah.

Adapun asas, fungsi, tujuan kepariwisataa menurut Undang-Undang 10
tahun 2009 sebagai berikut:

a. Asas manfaat, asas kekeluargaan, asas adil dan merata, asas
keseimbangan, asas kemandirian, asas kelestarian, asas partisipatif, asas
berkelanjutan, asas demokratis, asas kesetaraan, asas kesatuan.

b. Fungsi kepariwisataan adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan
intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta
meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan Kkesejahteraan
rakyat.

c. Tujuan kepariwisataan meliputi:

I.  Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
ii.  Meningkatkan kesejahteraan rakyat
iii.  Menghapus kemiskinan
iv. Mengatasi pengangguran
v. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
vi. Memajukan kebudayaan
vii. Mengangkat citra bangsa
viii.  Memupuk rasa cinta tanah air
ix. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa

X. Mempererat persatuan antar bangsa
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Menurut Sedarmayanti (2005: 150) dalam membangun kebudayaan dan
pariwisata “ Pengaruh Positif dari perkembangan pariwisata memang sangat
sginifikasi dirasakan, baik oleh masyarakat, pengusaha maupun pemerintah
daerah”.

Adapun keuntungan industri pariwisata adalah:

a. Menciptakan lapangan kerja dan usaha baru terutama sebagai karyawan
disekitar objek wisata.

b. Resort menunjang kerajinan dan perdangan usaha kecil.

c. Masyarakat dapat mengelola tempat/rumah dan bisnis pelayanan lainnya
mulai dari yang berskala kecil.

d. Adanya perubahan perekonomian pedesaan menjadi perekonomian yang
modern.

e. PEMDA mendapatkan banyak masukan dari pengunjung dan pajak para
pengusaha disekitar objek wisata.

a. Sarana Pariwisata

Sarana pariwisata adalah fasilitas dan perubahan yang memberikan

pelayanan kepada wisatawan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun sarana pariwisata antara lain:

i.  Perusahaan perjalanan seperti Travel Agent dan Tour operator
perusahaan perjalanan melakukan kegiatan dalam memberikan jasa
pemesanan tiket angkutan, akomodasi, darmawisata dan lain-lain.

ii.  Perusahaan transportasi, terutama transportasi angkutan wisata salah

satu komponen penting dalam kegiatan pariwisata adalah aksesibilitas
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atau kelancaran perpindahan seseorang dari suatu tempat ke tempat
lainya.
iii. Hotel dan Akomodasi,

Yang termasuk jenis akomodasi seperti: hotel, motel, wisma,
pondok wisata, vila apartemen, caravan, perkemahan, kapal pesiar,
pondok remaja dan lain-lain.

iv.  Bar, restoran, catering dan usaha jasa boga

Makanan dan minuman merupakan hal yang amat penting bagi
wisatawan. Tidak jarang wisatawan melakukan perjalanan wisata,
mengunjungi suatu tempat karena alasan makanan dan minuman. Oleh
karena itu, wisatawan biasanya manaruh harapan untuk mendapatkan
makanan dan minuman yang telah dikenalnya maupun karena ingin
mencoba makanan dan minuman baru yang belum pernah
dinikmatinya. Dalam kaitan ini banyak Negara yang terkenal dan
menarik minat wisatawan karena makanan dan minuman khasnya.

v.  Daya tarik wisatawan

Wisatawan berkunjung ke suatu tempat karena tertarik oleh
suatu hal atau sesuatu yang manyebabkan wisatawan datang ke suatu
tempat disebut daya tarik atau atraksi wisata.

Daya tarik wisata pada prinsipnya harus memenuhi 3 pesyaratan
sebagai berikut:
a. Ada yang dilihat

b. Ada yang dikerjakan
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c. Ada yang dibeli atau souvenir
Objek dan daya tarik wisata dapat dibedakan menjadi 3 hal:
a. Objek wisata alam

b. Objek wisata budaya
c. Objek wisata buatan
. Prasarana Pariwisata

Prasarana pariwisata adalah semua fasilitas yang tersedia serta
memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian
rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk memenuhi keinginan
dan kebutuhan.

Menurut Andi Mappi Sammeng (2001) Prasarana adalah semua
fasilitas utama atau dasar yang memungkinkan sarana kepariwisataan
dapat hidup dan berkembang dalam rangka memberikan pelayanan kepada
wisatawan.

Macam-macam prasarana pariwisata antara lain:

a. Prasarana perhubungan, seperti: jaringan jalan raya dan jaringan rel
kereta api, Bandar udara, pelabuhan laut, terminal angkutan
daratdan stasiun kareta api.

b. Instalasi tenaga listrik dan instalansi penjernih air.

c. System pengairan untuk kepentingan pertanian, peternakan, dan
perkebunan.

d. System telekomunikasi seperti: telepon, internet, pos, televisi dan
radio.

e. Pelayanan kesehatan, keamanan, prasarana ekonomi.
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2.9. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu dan pengambilan kebijakan (policy maker) yang
dianggap relevan dengan penelitian ini khususnya tentang Dampak Ekonom dari
Objek wisata Pacu Jalur. yaitu Lasmiati (2015) dengan judul “Pengembangan
Objek Wisata Pacu Jalur dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi”, dalam penelitian tersebut bertujuan untuk
memberikan atau meningkatkan Pendapatn Asli Daerah Kabupaten Kuantan
Singingi dari objek wisata.

Penelitian selanjutnya dari Hamdan (2015) dengan judul “ Analisis
Pengembangan Objek wisata Daerah Kabupaten Rokan Hilir (studi kasus kawasan
wisata batu enam)” dalam skripsinya menjelaskan tujuan dalam pengembangan
dilihat dalam aspek sosial dan ekonomi objek wisata daerah tersebut dimana
aspek sosial yang sasarannya terhadap masyarakat dan lingkungan demi
meningkatkan budaya masyarakat dan dapat menarik wisatawan untuk berkunjung
sedangkan dalam aspek ekonomi dilihat dalam sarana dan prasarana objek

tersebut.

2.10. Pandangan Islam Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam

Islam sebagai agama yang syumul (sempurna) mengatur segala aspek
kehidupan agar penganutnya berada pada jalan yang benar. Manusia sebagai
makhluk ciptaan Allah SWT, yang termulia diperintahkan untuk selalu berbuat
baik dan dilarang untuk berbuat baik dan dilarang untuk berbuat kerusakan di atas

bumi, sebagaimana yang dijelaskan dalam firmannya Surat Al-Qasas Ayat : 77
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Terjemahanya:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari
(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana
Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di
(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat
kerusakan.

Pemanfaatan berbagai sumber daya alam baik yang ada di laut, didaratan
dan didalam hutan harus dilakukan secara proporsional dan rasional untuk

kebutuhan masyarakat banyak dan generasi penerusnya serta menjaga

ekosistemnya. Allah sudah memperingatkan dalam surat al'A'raf ayat 56:

o ¢4

im0 Ly 1 4025 ) b B34 552305 aSlla) 355 a1 (B 154
(56)
Terjemahannya:
" Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah
Allah memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut tidak
diterima dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat
kepada orang-orang yang berbuat baik". (al-A'raf:56)

Menyadari hal tesebut maka dalam pelaksanaan pembangunan sumber
daya alam harus digunakan dengan rasional. Penggalian sumber kekayaan harus
diusahakan dengan sekuat tenaga dan strategi dengan tidak merusak tata
lingkungan dan tata hidup manusia. Perlu diusahakan penggunaan teknologi yang
ramah lingkungan dan bisa menjaga kelestariannya sehingga bisa dimanfaatkan

secara berkesinambungan.(Ali Yafie, 2006: 231) Kita harus bisa mengambil i'tibar

dari ayat Allah yang berbunyi:
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Terjemahnya:

"Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan(dengan) sebuah negeri
yang dahulunya aman lagi tentram rezekinya datang kepadanya melimpah ruah
dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah
karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan,
disebabkan apa yang selalu mereka perbuat”. (an-Nahl :112)

Manusia harus sadar bahwa krisis multidimensi dan bencana yang datang

bertubi-tubi seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan, tanaman

diserang hama dan lainnya adalah karena ulah manusia itu sendiri.

Osnan pelad sl (o2 (i 2600 B (o i Ly LA Tl 3 Sl ek
(41)

Terjemahnya:

"Telah nampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian
dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali kejalan yang benar”. (QS.
ar-Rum: 41).

Dalam ayat-ayat tersebut diatas Allah SWT secara tegas menjelaskan
tentang akibat yang ditimbulkan kerena perbuatan manusia yang mengekploitasi
lingkungan yang berlebihan. Ayat-ayat Al-Qur'an ini sekaligus juga menjadi
sebuah terobosan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan
melalui sebuah ajaran religi, sehingga hak atas lingkungan adalah hak bagi setiap
umat di dunia. Selain itu, hak atas lingkungan sebagai hak dasar manusia juga

telah menjadi kesepakatan internasional melalui butir-butir Hak Asasi Manusia

(HAM) yang telah diratifikasi sebagai kesepakatan bersama. Dalam hal ini
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termasuk baik yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup maupun dalam undang-undang lain yang bersifat parsial.
Pentingnya upaya pengelolaan lingkungan hidup sudah sangat jelas implikasi yang
akan ditimbulkannya apabila tidak dikelola secara baik, yaitu munculnya bencana,

baik secara langsung maupun secara jangka panjang.

2.11 Defenisi Konsep
Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data guna mendapatkan
pengertian serta permasalahan yang jelas, maka diperlukan defenisi konsep.

a. Analisis adalah sifat yang menguraikan suatu permasalahan dengan
menganalisa lebih mendalam sehingga akhir dari pengkajian itu didapatkan
suatu sikap yang memuaskan.

b. Dampak Ekonomi ialah dampak yang akan muncul setelah terjadinya suatu
kegiatan ekonomi atau pembangunan, baik itu dampak positif maupun
dampak negative untuk suatu wilayah.

c. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari
hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan
untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan
dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisai.

d. Objek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi pusat daya tarik wisatawan
dan dapat memberikan kepuasaan kepada wisatawan, hal yang dimaksud

dapat berupa keindahan alam, budaya, kesenian dan lain lain.
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2.12. Konsep Operasional
Konsep operasional adalah penelitian yang membritahukan bagaimana
cara mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui

indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa dari variable

tersebut.
Tabel 2.1
Konsep Operasional Penelitian
Konsep Dimensi Indikator
Dampak Ekonomi Dari | 1. Ekonomi (Gamal | a. Terciptanyan
Objek Wisata Pacu Jalur Suswantoro: 2004) Lapangan
Di Kabupaten Kuantan Pekerjaan
Singingi b. Meningkatkan
Pendapatan
Masyarakat
c. Meningkatnya
Pembangunan
2. Sumber  Pendapatan | a. Hotel atau
Asli Daerah Penginapan
(Undang-undang No | b. Restoran atau
33 tahun 2004) Rumah Makan
c. Parkir

2.13. Kerangka Pemikiran
Berdasarkan dukungan landasan teoritik yang diperoleh dari eksplorasi
teori yang dijadikan rujukan konseptional, maka dapat disusun kerangka

pemikiran sebagai berikut:
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Tabel. 2.2 Kerangka Pemikiran

Objek Wisata Pacu Jalur

A 4

Pendapatan Asli Daerah:

Hotel atau Penginapan
Restoran atau Rumah
Makan

Parkir

A 4

Dampak Ekonomi

— Terciptanyan  Lapangan
Pekerjaan

— Meningkatkan Pendapatan
Masyarakat dan Daerah

— Meningkatnya

Pembangunan

Pelestarian Budaya Pacu Jalur,
Meningkatkan ekononi masyarakat
Dan meningkatakan Pendapatan Asli Daerah




